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KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 11.D TAHUN 201O

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS i
PRoGRAMPEMBERDAYAANKoPERASI,USAHAMIKRCI,KECIL

DANMENET.TCETTMELALUIPINJAMAN'KREDITMODALUSAHA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menirnbans '. a. 
[ll:l"r,,rtgrJ
pinjaman kredit mo
Pelaksanaan Angg

|OCA-SXpD) Kadupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran

)OtO, maka dipandang perlu dibuat Pedornan Teknis

Program dimaksud;

b. bahwa berdasarka
huruf a, Perlu m
Pedoman Teknis P
Mikro, Kecil dan M

Usaha KabuPaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60-Tahun 1958 tentatrg Penetapan

undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang

Pembentukan 
-Daerah-daerah swatantra Tingkat ll Dalam

wilayah Daerah swatantra Tingkat I Maluktr menjadi

Undanglndang;

2. Undang-undang lrlomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

4.Undang-undangNomor46Tahunl999tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan

. Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah

DiubahDenganUndang_undangNomor6Tahun2000;

"5.Undang_undangNomorlTahun2003tentang
Pernbentukan Kabupatert Halmahera Utara, l(abupaten

Halmahera selatan, Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten

Halirrahera Timur dan Kota Tidore Kepulauarl di Provinsi

Maluku Utara; /
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO4 tentang w"uu.,aun/

Negara;
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7. Undang-tlndang Nomor 32

Pemerintahan Daerah;

Tahun 2C'04 tentarrg

B' Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan K"';;;;' 'ni"t 
Pemerintal-' Pusat dan

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 199i tentang

pelaksanaan regia; Usaha Simpan Pinjam cleh Koperasi'

. . 
E:ffi |11::. ::T B'JIEI, },"# :l .?.,,,.] ilJl'. 

* n n,, te nta n g

l.l.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2oostenlangDana
Perimbangan;

l2.PeraturanPemerintahNomor53Tahun2005tentang
eengetotaan Keuangan Daerah;

l3"PeraturranMenteriDalam|..legerrNomor13Tahun2006
tentang peCon''n P"ngetoiaan Keuari5lart Daerah

Sebagaimana felan OiuUJn D-engan Peraturatt lVlerrteri

;;lr* N"geri Nomor 59 Tahun 20C7''

14'KeprrtLtsan Menteri Negara-Ko'gg1asi dan Usaha Kecil dan

Menengah r.ro"rri'--i,3lP.trtvtlt<uxrrllxll/2C05 
tentang

Fedoman p"t'f!'n"n Kegiatan dar' Artggaran

Dekosentrasi rernenterian Koperasi dan usaha Kecil dan

Menengah;

l5.freraturan Daerah Kabuoaten Halmahera Barat Nomor 14

Tahun 2008 i";i;il organisasi Dinas-dinas Daerah

KabuPaten Halmahera Barat;

l6.PeraturanDaerahKabupatenHalmaheraBaratNomorl
Tahun 2o1o t"r;;g'p"nliup'n Anggaran Pendapatan dan

Belanja or"r,r'l'?'uup't"n Haimahera Barart Tahun

Anggaran 2010',

Memperhatikan:lnstruksiPresidenNomorlsTahunlggStentangPeningkatanp",.ui.,andanPengembanganPerkoperaslan.

MEMUTUSKAN :

MenetaPkan

PERTAMA
erdavaan KoPerasi' Usaha

lui Pinjaman i Kredtt Modal

ru Barat, sebagatmana

san ini;

Pedoman Tekhnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum

pertama d.r.ladikln 
"iti'.-iuX_ operasional pengelolaan

pinjaman/Kredit rtlrgi'r'y"il.':llll T:::l;'l',,'#.?'it^X r'
KEDUA



KETIGA
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

201 l

BARAT,

ROBA

Telnbusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,

2 Yth Menteri Negara Koperasi dan UKM diJakarta'
3 Yth. Gubernur Malttl<u Urara di Ternate,

+vtn'lnspekturlnspektoratKab.l.lalmaheraBaratdiJailolo,
5.Yth.KepalaDinasPPKADKab.HalmaheraBaratdiJailolo
6. Yang bersangkutan untuk dlketahui dan seperlunya'

Ditetapkan di :

pada tanggil_,i



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 11.9 TAHUN 2O1O

TANGGAL : 4 JTNUATi 2010

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN KUMKM

MELALUI PINJAMAN/KREDIT MODAL USAHA KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

@

A. Pendahuluan

Program Pembertlayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan l/enengah

terkait erat dengan terjadinya perubahan paradigma secara menciasar. Seiring

dengan proses Cernokratisasi yang menempatkan masyarakat sehagai elemen

utama dalam proses pembangunan, dimana posisi dan fungsi Perneri'-rtah lebih

bersifat sebagai regulator, fasilitator dan simulator, ntaka upaya

mensejahterakarr masyarakat perlu dilakukan secara konsisten dengan

menerapkan lanEl<ah-langkah kebijakan dan program pembangunarl yang konkrit

terarah dan terpadu serta mampu merangsang aktifitas pertumbuhan sektor riil di

masyarakat.

Kebijakan penl'aluran bantuan kredit modal usaha kepada KUI'vIKM perlu

dilakukan sccata kontinue dengan melibatkan sumber daya aparatur birokrasi

yang tidak berbelit-belit darr professionai dengan menggunakan sistem proseclur

dan mekanisme penyaluran bantuan yang sederhana, cepat dan tr'ansparan

sehingga diharapkan ekonomi masyarakat akan tumbuh dan berkemhang atas

prakarsa masy,arakat yang dilaksanakan secara mandiri dalam tatanar: ekonomi

kerakyatan.

Permasalahan yang dihadapi oleh KUMKM saat ini adalah pettgelolaan

usaha umumnyar masih bersifat tradisional, masih rendahnya kualrtas SDIvI

pengusaha KUNIKM, kemampuan pen asaran yang terbatas, legtalitas formal

yang belum memada.i, terbatasnya akses kredit kepada lembaga keuangan,

khususnya perbankan, iklim usaha yang kurang kondusif, akses inforntasi yang

rendah, skala dan tekrris produksi yang masih rendah, terbatasrtya inirastruk,'ttr

pemasarah, sistem teknologi informasi yang rnasih rendah. Pemerintah Daerah

dengan Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan lrlenengah

nrelalui Pinjaman/Kredit Modal Usaha, diharapkan dapat memberrkan stirnulan

bagi peningkatan usaha serta dapat mernperkuat struktur permcdalan KUlvlKl\4

guna membantu memperbaiki ekonomi masyarakat di Kabupate,r Halmahera

Barat.

l.Jntuk kelancaran operasional kegiatan program dimaksud perlu disusun /
Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro,T'*

*-



B. Tujuan

Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar
Program Pernberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil den lvlenengah
melalui Pin.laman / Kredit Modal Usaha, berbagai sektor dan kegiatan
usaha
Menggeraklian roda perekonomian masyarakat.
Menrperlancar distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat
Menrperkuat struktur keuangan dan permodalan Koperasi dan UMKM.
Menciptakarr Wirausaha Baru.
Penyerapan Tenaga Kerja.

C. Sasaran

1. Terlaksananya kegiatan - kegiatan sosialisasi Pinjamarr/Kredit Modal
Usaha Tahun Anggaran 2010, sesuai Rencana operasional
Pelaksanaan Program dan Pedoman Iainnya serringga tepat
sasarannya.

2. Tersalurnya Pinjaman/Kredit Modal Usaha Koperasi d:rn UMKM
peserta progranl.

3. Tedaksarranya perkuatan struktur permodalan Koperasi dan UI\4KM
melalui Pinjaman / Kredit Modal Usaha sehingga tenruuiudnya
peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif riasyarak?t
dalam wacian Koperasi dan UMKM.

1

2.
J.
4.
5.
6.

\_.

u. Lingkup Kegiatan

1. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat selaku
penyelenggara program melakukan koordinasi dengan PEMDA dan
lnstansi terkait dalam rangka pelaksanaan program, dengan
terlebih dahulu membentuk Kelompok Kerja (poKJa) sabagai
penanggung jawab program dan TIM penilai sebagai pr:laksana
teknis program.

2. Pengajuan usulan kebutuhan dana ( Proposal ) dari Koperasi dan
UMKM, kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten ]lalmahera
Barat.

3. Dilakukan Seleksi pada setiap Wilayah/Kecamatan uirtuk diuji
kelayakan usaha, yang kemudian ditetapkan Koperasi dan uMKM
sebagai calon penerima Pir,jaman/Kredit modal usaha dan selanjutnya
hasil penilaian Tim Peni!ai Dinas Koperasi dan UKM l(abupaten
Halmahe:'a Barat akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Koperasi .dan UKM Kabupaten Halmahera Barat, sebagai penerima
pinjaman/kredit modal usatra.

4- i.embuatan Naskah Kesepakatan antara )inas Koperasi dan UKM
Kabupaten Halmahera Barat dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Merrengah terpilih .

5. Pembinaan ( Perencanaan, so,sialisas;, seleksi, Mo_pitor-ing dan
Fyglgg.i ) oleh Dinas Koperasi dan urM raoufaten tJaimahera
Barat.

6' Pembukaan Rekening oleh Dinas Koperasi Kabupaten llalmahera
Barat untuk menampung Angsuran dari Koperasi dan UMKM.

7 ' Pelaksana Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Pinjaman/Kn;dit Modal
Usaha oleh Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Halrnahera Barat
kepada Koperasi dan UMKM terpilih.

8' Koperasi dan UMKM terpilih memanfaatkan Pinjaman/Kredit Modal /
Usaha untuk pengembangan usahanya sesuai dengan proposal yang /-diaiukannva. /



mbalikan Pinjaman''Kredit Modal

ening Dinas KoPerasi dan UKM
jangka waktu 3 tahun dengan

erseratus) Pertahun.

E.KriteriaCalonPenerimaPinjaman/KreditModalUsaha

1. Koperasi dan Ulr,4KM yang memiliki. aktivitas usaha mirrimal 2 (dua)

tahun ,t", dapat diseJuaikan dengan kondisi setempaUusaha

U"rUasaiLan fenilaian Tim Penilai Dinas Koperasi dan UKM ,i

terdaftar dan telah mengajukan
dit modal usaha'
PWP, bagi KoPerasi, Usarha Kecil

dan Menengah.
Merniliki aktifitas usaha yang aktif dan menunjukan kinerja yerng baik' 

.

Belum pernah mendapat FinlamaniKredit Modal Usaha dari proyek

."l"ni. ioir'iayai oleh dana Ka-bupaten Halmahera Barat) kecuali bagi

Koper.asi dan uMKM yang memiliki kinerja yang baik menurut

penitaian T-im Penilai Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera

Barat.
Koperasi dan UMKM bersedia bertanggung jawab atas penggunaalr

firyarnanlKredit Modal Usaha yang dimanfaatkan oleh Koperasi dan

UMXtrl dan bersedia diproses secara hukum jika dikemrrdian hari

dengan sengaja merranfaatkannya diluar kepentingan Usaha.

Tidak nnempurryai tunggakan kredit program'

Lulus seleksi yang Ailikukan oleh Tim Penilai Dinas Kr:perasi darr

UKM Kabupaterr Halmahera Barat.

2.

3.l

4.
5.

6.

7.
B.

r
r Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pokja Dinas Kopei'ar;i dan UKM

Kabupaten Halmahera Barat

1. Mengidentifikasi Koperasi dan UMKM calon Peserta Program.

2. Men[adakan seleksi dan penilaian oleh Tim Penilai yang dibe:ntuk

terhidap proposal usulan kegiatan Koperasi dan UMKM rneliputi :

a. Aspek Kelembagaan
b. Aspek Organisasi
c. Keragaan usaha yang telah dilaksanakan
d. Rencana Pengunaan dana'

3.r Memilih dan merretapkan Koperasi dan UMKM peserta program

dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat'
4. Memouat dan menarrdatangani Naskah Kesepakatan Bersanla dengan

Koperasi dan UMKM terpilih Penerima Pinjaman/Kredit Modal Usaha.

S. Menerima dan meneliti Kelengkapan Administrasi Permohonan

^pencarian pinjaman dari Koperasi dan UMKM dan meneruskan kepada

Bendaharawan Pengeluaran kemudian diserahkan kepada :rengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Koperasi cian UKM

Kabupaten Halmahera Barat untuk disahkan.
6.j.,Melatiukan pembinaan kelembagaan dan pengelolaan Usalla Koperasi

dan UMKM sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu)i1wulan.

7"r" Melakukan pemantauan dan pengawasan atas penranfaatan

Pinjaman/Kredit Modal Kerja kepada Koperasi dan UMI(M sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan.r""
g.l-MenyJmpaikan laporan perk-.mbangan usaha yang bersumb_er_dari

modal kerja bergulir secara triwulan dan tahunan'kepida Bupati, W:.kll /
Bupati, duhern-ur, Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM, /-
Bappeda, Dlnas PPKAD dan lnspektorat.

r\, i/r^l^r.,,r.an Erralrraci narlrirnrrrlan dan tahunan terhadaO kineria
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G lata Cara Fengajttan Permohonan Pinjaman/Kredit h4odal Usaha

[(operasi, Useha fvlikro, Kecil dan Menengal-r mengajLtknn Proposal ke

i-)irie:l l(operasi rlan Ul(fu1 Kabupaten Flalmahera Barat derrgan rnelarrnptr[<an :

o Profil Pert'sahaari.
o KTP Pengurus dan atau Pemilik Usaha.
o Keragaatt usaha yang sedang berjalan.
o Fclto Copy Sertifikat Tanah/Bangunan bagi Koperasi. dan UIVIKM yang

memperoleh bantuan pinjaman/kredit modal usaha nilainya s/d dan atau
atzrs 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

,.-) Foto Copy SITU/HO, SIUP dan NPWP, bagi Koperasi Us;rha Kecil dan
Menengah.

l-1. Ketentuan St;tuiLts dan Penggunaen PiniamanlKredit Modal Ul;aha

1. Bantuan Dana Bergulir, Pinjaman/Kredit Modal Usaha ini adalah dana
yang berasal dari APBD Kabupaten Halmahera Barat yang disalurkan
kepada Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan kegiatan usaha
produktif .

2.,, ?injamanlKredit Modal Usaha ini oleh Koperasi dan UMKM ,iibukukan
dalam bentuk utang.

3. Besarnya Pinjaman/Kredit Modal Usaha yang diberikan kepada
Koperasi dan UMKM minimal sebesar 90% digunakan rrntuli kegiatan
usaha produktif.

4. Koperasi dan UMKM penerima Pinjaman/Kredit tvlodal Usaha
berkewajiban mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu
yang telah ditentukan.

L Tata Cara Pencairan Pinjaman/Kredit Modal Usaha

1. Pengurus Koperasi dan atau pemilik Usaha Mikrc.r, Kecil dan
Menengah terpilih mengajukan rencana penggunaan dana kepada
Bendaharawan pengeluaran Dinas Koperasi & UKl,/ l(abupaten
Halmahera Barat dengan melampirkan :

a. Kartu Tanda Penduduk.
tr. Anggunan/Jaminan.
c. Naskah Kesepakatan bersama antara Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Halmahera Barat dengan KUKM.
d. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Halmahera Barat tentang Penetapan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah Penerima Pinjaman/ Kredit Modal Usaha, sebagai
peserta program.

e. Berita Acara penarikan/pencairan dana.
f. Copy SITU / HO, SIUP dan NPWP, bagi Koperasii dan Usaha
. Menerrgah.

e. Kwitansi Tanda Terima.

2. Bendahara Pengeluaran menelit
dari masing-masing Koperasi d
Pengguna Anggaran/Kuasa Pen
Jawab Kegiatan untul disahkan

4
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J. Tata Cara Arrgsuta't Atds Pinjanran/Krelit Modal Usaha

Koperasi dan UMKM mengembalikan PiniamanlKredit l/odal Usaha
kepada Perrda Cq. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera
Barat berupa pokok dan bunga sebesar 4 oh dalam jarrgka waktu 3

tahun, dengan mengalokasikan sebagai berikut :

a. Pengembalian Pokok dibayarkan untuk dijadikan dana bergulir baru
dengan Keputusan Bupati. ,

b. Pengembalian bunga ; Sebesar 4 % dtbayarkan kepada Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat untuk dijadikan
sebagai pembayaran jasa atas pembinaan, pemantauan dan
pengawasan serta pelaporan dan analisis yang dilaktrkan terhadap
Koperasi dan UMKM.

c. Pemanfaatan bunga 4% sebagaimana dimaksud pada "point a "

dengan Keputt-lsan Bupati.
Pengernbalian pokok dan bunga sebesar 4 % tersebut, dilrayar oleh
Koperasi dan UMKM, berupa pokok dan bunga 1 % setiap triwulan
(perakhir Akhir Desember, Maret, April & Juni ).

K. Penutup

Keberhasilan Program ini sangat diperlukan adanya dukungan dan
partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, Pemerintah Daerah dan
DPRD, sehingga konsep pemberdayaan masyarakat yang menjadi
komitmen bersama dalam perbaikan tatanan ekonomi 6ssr/srokat dapat
terwujud sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang luhur bagi pembangunan
masyarakat khususnya di Kabupaten Halmahera Barat.

Dengan berbagai rnacam persoalan yang timbul akibal pelaksanaan
program ini perlu dilakukan upaya perbaikan dengan harapan agar menjadi
masukan untuk program berikutnya.

Demikian petunjuk 0perasional pengelolaan pinjaman/kredit Moda!
Usaha Tahun anggaran 2010,untuk di pedomani dan di laksanakan
sebagaimana mestinya.

ERA I3ARAT,

/t'/r'///

. IROBA

2.

lt.


